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Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan 

buku ini. Penulisan buku merupakan buah karya dari pemikiran 
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menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai 

pihak sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya ini. Oleh 

karena itu, saya mengucapkan banyak terima kasih pada semua 

pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku 

ini bisa hadir di hadapan pembaca.  

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang 

menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Dokumen 

anggaran daerah seringkali disebut anggaran pendapatan dan 

belanja daerah (APBD). Anggaran pendapatan dan belanja daerah 

(APBD) pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen 

kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan 

umum dan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Salah satu 

alat yang dapat digunakan dalam melakukan analisa anggaran 

pendapatan belanja daerah (APBD) adalah analisa rasio yang secara 

luas telah digunakan oleh lembaga perusahaan yang bersifat 

komersial, sedangkan pada lembaga publik masih sangat terbatas 

dikarenakan keterbatasan penyajian laporan keuangan pada 

lembaga pemerintah daerah yang sifat dan cakupannya berbeda 

dengan penyajian laporan keuangan oleh lembaga perusahaan yang 

bersifat komersial. 

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari 

kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun 

sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata saya 

berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala 

kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku ini akan 

membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. 
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Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai peningkatan 

pendapatan perkapita serta meningkatnya kesejahteraan 

masyarakat (Mosey, 2016). Menurut Putong (2013:411) 

pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk mengetahui 

seberapa besar keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara 

dan penentu adanya kebijakan pembangunan selanjutnya. Suatu 

negara dapat dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila 

terjadi kenaikan pendapatan nasional dan peningkatan output.  

Dalam konsep dasar ekonomi makro indikator yang 

digunakan dalam mengukur pertumbuhan ekonomi adalah produk 

domestik bruto (PDB) untuk tingkat nasional dan produk domestik 

regional bruto (PDRB) untuk wilayah propinsi. Pertumbuhan dan 

peningkatan PDRB dari tahun ke tahun merupakan indikator dari 

keberhasilan pembangunan daerah yang dapat menggambarkan 

ada atau tidaknya perkembangan perekonomian suatu daerah. 

Semakin besar sumbangan yang diberikan oleh masing-masing 

sektor ekonomi terhadap PDRB maka daerah dapat melaksanakan 

pertumbuhan ekonomi kearah yang lebih baik dan yang berarti 

pula akan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat 

(Prishardoyo:2008). 

Pertumbuhan ekonomi merupakan kemajuan produksi 

barang dan jasa melalui perkembangan aktivitas perekonomian 

dalam masyarakat (Sukirno, 2010:9). Secara umum pertumbuhan 

ekonomi suatu daerah di cirikan dengan adanya peningkatan 

pembangunan infrastruktur sektor publik yang nantinya 

PENDAHULUAN 
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A. Stewardship Theory 

Stewardship theory sering disebut sebagai teori pengelolaan 

(penatalayanan) (Davis and Donalson, 1991). Teori Stewardship 

didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana seorang manajer 

tidak memiliki kepentingan individu, tapi lebih mengupayakan 

kepentingan dan keinginan prinsipal serta mampu bertindak 

dengan penuh tanggungjawab, memiliki integritas, dan 

kejujuran terhadap pihak lain. Steward akan melindungi dan 

memaksimalkan kekayaan organisasi dengan kinerja 

perusahaan, sehingga dengan demikian fungsi utilitas akan 

maksimal. Asumsi penting dari stewardship adalah manajer 

meluruskan tujuan sesuai dengan tujuan pemilik (Raharjo, 2007).  

Menurut Putro (2013) teori stewardship mengasumsikan 

hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan 

kepuasan pemilik. Pemerintah akan berusaha maksimal dalam 

menjalankan pemerintahan untuk mencapai tujuan pemerintah 

yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Apabila tujuan ini 

mampu tercapai oleh pemerintah maka rakyat selaku pemilik 

akan merasa puas dengan kinerja pemerintah. Stewardship theory 

memandang bahwa pihak manajemen dalam organisasi 

pemerintah daerah diasumsikan sebagai 

stewards/penatalayanan yang bekerja dengan penuh tanggung 

jawab sesuai dengan tujuan organisasi, menggunakan 

pendekatan governance atas dasar psikologi dan sosiologi yang 

telah didesain bagi para penulis untuk menguji situasi 

PENGELOLAAN 

ANGGARAN 
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Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah 

yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan 

kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian 

otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan 

kesejahteraan masyarakat yang semakin baik (Widjaja, 2002). 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2005 

tentang dana perimbangan, dana perimbangan adalah dana yang 

bersumber dari pendapatan anggaran pendapatan belanja negara 

(APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai 

kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 

Kelompok pendapatan dana perimbangan dalam Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2005 dibagi menurut 

jenis pendapatan yang terdiri atas: 

 

A. Dana Bagi Hasil  

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 

Tahun 2005 dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari 

pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah 

berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan 

daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi 

hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana bagi 

hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas :  

1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)  

2. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) 

DANA 

PERIMBANGAN 
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A. Belanja Daerah 

 Menurut Bastian (2006) belanja daerah merupakan 

perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara 

adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh 

kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam 

pelayanan umum. Pengertian belanja menurut PSAP No.2 

Paragraf 7 adalDK�´semua pengeluaran dari rekening kas umum 

negara/daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam 

periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan 

GLSHUROHK� SHPED\DUDQQ\D� NHPEDOL� ROHK� SHPHULQWDKµ��

Sedangkan menurut peraturan menteri dalam negeri nomor 13 

tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Permendagri no.59 tahun 

2007 dan perubahan kedua dengan peraturan menteri dalam 

negeri no. 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua.  

´%HODQMD� daerah didefenisikan sebagai kewajiban 

pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai 

NHND\DDQ� EHUVLKµ�� ,VWLODK� EHODQMD� WHUGDSDW� GDODP� laporan 

realisasi anggaran, karena dalam penyusunan laporan realisasi 

anggaran masih menggunakan basis kas. Belanja 

diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), 

oganisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah 

pengelompokkan belanja yang didasarkan pada jenis belanja 

untuk melaksanakan suatu aktifitas. Klasifikasi belanja menurut 

peraturan pemerintah no.71 tahun 2010 tentang standar 

KEUANGAN 

DAERAH 



 

 

35 

 

BAB 

5 

 

 

A. Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan 

Daerah 

Pemerintah daerah telah diberikan ruang gerak untuk 

melakukan improvisasi pemanfaatan sumber daya dan potensi 

daerah serta kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada 

kebutuhan daerah, namun dana yang digunakan sebagai upaya 

dalam memanfaatkan sumber daya dan potensi daerah dirasa 

masih kurang dalam rangka mencukupi kebutuhan yang 

diperlukan oleh daerah. Hal tersebut karena dukungan melalui 

kementerian keuangan khususnya direktorat jenderal 

perimbangan keuangan kepada daerah yang dilakukan melalui 

mekanisme politik anggaran di DPR RI belum maksimal.  

Dana perimbangan yang diperoleh pemerintah daerah 

merupakan sumber pendapatan daerah yang mendominasi 

sehingga pemerintah daerah merasa masih terpenuhi 

kebutuhannya. Hal ini membuat pemerintah daerah kurang 

terpacu untuk meningkatkan kinerjanya dalam mencapai 

peningkatan pendapatan asli daerah. Sehingga dana 

perimbangan yang diterima oleh pemerintah daerah meningkat 

maupun menurun tidak dapat mempengaruhi kinerja keuangan 

daerah. 

 Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari 

pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk 

mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi. Dana perimbangan bertujuan mengurangi 

PENGARUH DANA 

PERIMBANGAN TERHADAP 

SISTEM KEUANGAN 

DAERAH 
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A. Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Alokasi belanja pemerintah baik melalui alokasi belanja 

langsung maupun alokasi belanja tidak langsung dapat memacu 

pertumbuhan ekonomi dengan signifikan, hal ini dikarenakan 

meski pengalokasian dana belanja dari pemerintah baik belanja 

langsung maupun tidak langsung yang terus naik dan tumbuh 

setiap tahunnya berjalan beriringan dengan pertumbuhan 

ekonomi yang terjadi bahkan pertumbuhan ekonomi 

berpengaruh dengan perubahan alokasi anggaran dari belanja 

yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan 

infrastruktur penunjang perekonomian akan mendorong tingkat 

produktifitas penduduk yang mana akan meningkatkan 

pendapatan masyarakat secara umum tercermin dalam 

pendapatan per kapita. 

Di daerah, adanya pembangunan prasarana yang 

dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah 

diantaranya sektor-sektor yang terkait dengan pertumbuhan 

ekonomi seperti untuk sektor infrastruktur seperti adanya 

pembangunan jalan raya dan pembangunan bendungan serta 

untuk sektor pendidikan adanya 86 paket pembangunan 

perpustakaan sekolah dan pengerjaan rehabilitas sekolah. Pada 

sektor jasa kesehatan adanya peningkatan pelayanan kesehatan 

yang makin merata dimana adanya pembangunan puskesmas di 

beberapa daerah terpencil di daerah. 

PENGARUH KEUANGAN 

DAERAH TERHADAP 

PERTUMBUHAN 

EKONOMI 
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